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ABSTRAK

Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan; Antinomi Norma; Kedaulatan Pangan; Keadilan
Distributif; Tata Kelola Agraria.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masifnya laju alih fungsi lahan pertanian di
Indonesia yang mencapai 100.000 hingga 150.000 hektar per tahun, yang
menciptakan ketegangan antara ambisi pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti
dengan mandat konstitusional perlindungan kedaulatan pangan. Urgensi penelitian
ini terletak pada munculnya ketidakpastian hukum pasca pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) yang melonggarkan proteksi lahan
pertanian demi investasi. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis bentuk
antinomi norma hukum penataan ruang antara regulasi perlindungan lahan dengan
kebijakan investasi, serta merumuskan model sinkronisasi norma alih fungsi lahan
yang berlandaskan prinsip keadilan distributif dan asas keberlanjutan ekologi pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXI1/2024. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal.
Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan penelitian
menunjukkan adanya antinomi norma horizontal antara UU Nomor 41 Tahun 2009
(UU PLP2B) dengan UU Cipta Kerja, khususnya terkait perluasan definisi
"Kepentingan Umum" yang mencakup Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai
alasan pembenar alih fungsi lahan secara eksesif. Terjadi disharmoni administratif
berupa dualisme data antara Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di tingkat
pusat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat daerah yang
merugikan hak perdata petani. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis melalui
pengembangan model tata kelola tanah tawazun (seimbang) yang mengintegrasikan
Analisis Dampak Agraria (ADA) dalam sistem perizinan. Kesimpulan penelitian
menegaskan bahwa kedaulatan pangan nasional hanya dapat diwujudkan jika negara
secara konsisten menerapkan prinsip keadilan distributif dengan menempatkan fungsi
sosial tanah di atas kepentingan akumulasi modal. Implikasi yuridisnya menuntut
revisi segera terhadap regulasi yang kontradiktif dan penguatan Kebijakan Satu Peta
(One Map Policy). Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi
sosiologi-hukum mengenai efektivitas sanksi pidana terhadap pejabat yang
menerbitkan izin alih fungsi lahan ilegal di tingkat regional.
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ABSTRACT

Keywords: Land Conversion; Antinomy of Norms; Food Sovereignty, Distributive
Justice; Agrarian Governance.

This research is motivated by the massive rate of agricultural land conversion in
Indonesia, reaching 100,000 to 150,000 hectares per year, which creates tension
between the ambition for economic growth through the property sector and the
constitutional mandate to protect food sovereignty. The urgency of this research lies in
the emergence of legal uncertainty following the enactment of Law Number 6 of 2023
(Job Creation Law), which relaxes agricultural land protection for investment. The
main objective of the research is to analyze the antinomy of spatial planning legal
norms between land protection regulations and investment policies, and to formulate
a synchronization model for land conversion norms based on the principles of
distributive justice and ecological sustainability following Constitutional Court
Decision Number 185/PUU-XXI1/2024. The research method used is normative legal
research with a doctrinal vesearch type. The research approach includes a statute
approach and a conceptual approach. The research findings indicate a horizontal
normative antinomy between Law Number 41 of 2009 (PLP2B Law) and the Job
Creation Law, particularly regarding the expansion of the definition of "Public
Interest" to include National Strategic Projects (PSN) as a justification for excessive
land conversion. Administrative disharmony occurs in the form of data dualism
between the Protected Rice Field Map (LSD) at the central level and the Regional
Spatial Plan (RTRW) at the regional level, which harms farmers' civil rights. This
research provides a theoretical contribution through the development of a balanced
land governance model that integrates the Agrarian Impact Analysis (ADA) into the
licensing system. The research conclusions emphasize that national food sovereignty
can only be realized if the state consistently applies the principle of distributive justice
by placing the social function of land above the interests of capital accumulation. The
legal implications demand immediate revision of contradictory regulations and
strengthening of the One Map Policy. Recommendations for further research include
conducting a socio-legal study on the effectiveness of criminal sanctions against
officials who issue illegal land conversion permits at the regional level.
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